
SALINAN 

 

 

 

 

 
BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

 

NOMOR 23 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 11  

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON 

PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

KABUPATEN SEMARANG 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SEMARANG, 

 

Menimbang :      a.    bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan  

oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten 

Semarang, dibutuhkan Pegawai yang berasal dari non 

Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan; 

b. bahwa untuk mempercepat proses pelaksanaan 

pengadaan Pegawai di Lingkungan Badan Layanan Umum 

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan 

Masyarakat dalam kondisi darurat, perlu meninjau 

kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, 

Pembinaan dan Pengawasan Pegawai yang Berasal dari 

Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum 

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan 

Masyarakat Kabupaten Semarang;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Pedoman 

Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan 

Pengawasan Pegawai yang Berasal dari Non Pegawai 

Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah 

Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat 

Kabupaten Semarang; 

 



Mengingat :   1.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun  1958  tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan 

Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun  1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3500); 

 

 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1993 Nomor 

20, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 

2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5472); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun  2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 

Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6); 

17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2011 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada 

Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2011 Nomor 77); 

18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2011 

tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang atau Jasa pada 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2011 Nomor 79); 

19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2016 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat 

Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2016 Nomor 56); 

 



MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 

2017 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, 

PEMBERHENTIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI 

SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 

SAKIT UMUM  DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

KABUPATEN SEMARANG. 

 

 

 

Pasal I 

 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan 

Pegawai yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum 

Daerah Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten 

Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 11), diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala  

Daerah Kabupaten Semarang. 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah 

dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk  memberikan  

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan  

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktivitas. 

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 

RSUD di wilayah Daerah. 

 



7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas 

adalah unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Semarang. 

8. Badan Layanan Umum Daerah RSUD yang selanjutnya disingkat BLUD 

RSUD adalah RSUD di wilayah Daerah yang telah ditetapkan sebagai 

BLUD. 

9. Badan  Layanan  Umum  Daerah  Puskesmas  yang  selanjutnya 

disingkat BLUD Puskesmas adalah Puskesmas diwilayah Daerah yang 

telah ditetapkan sebagai BLUD. 

10. Direktur BLUD RSUD adalah Direktur RSUD di wilayah Daerah yang 

telah ditetapkan sebagai BLUD. 

11. Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah 

Daerah yang telah ditetapkan sebagai BLUD. 

12. Pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai non 

PNS adalah pegawai diluar Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh 

Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan diserahi tugas di lingkungan 

BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas. 

13. Tenaga profesi adalah tenaga yang mempunyai keahlian di bidang 

kesehatan yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi dari 

lembaga yang berwenang. 

14. Tenaga non profesi adalah tenaga yang mempunyai keahlian selain di 

bidang profesi kesehatan. 

15. Tim Pengadaan, Pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai Non PNS 

adalah Tim Kerja yang dibentuk oleh Bupati/Direktur Rumah 

Sakit/Kepala Dinas Kesehatan yang bertugas memberikan saran 

pertimbangan dalam hal pengadaan, pengangkatan, kenaikan jenjang 

dan pemberhentian Pegawai  Non PNS di BLUD RSUD dan BLUD 

Puskesmas. 

16. Hubungan kerja adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara 

para pelaku dalam proses pelayanan yang terdiri dari Pejabat Pengelola 

BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas, Pegawai Negeri Sipil di BLUD 

RSUD dan BLUD Puskesmas, Pegawai non PNS dan Pemerintah Daerah 

serta Pihak Ketiga. 

17. Pihak Ketiga adalah Perusahaan atau Penyedia Jasa yang memiliki 

badan hukum dan bergerak dibidang pengadaan penyedia tenaga 

kerja. 

18. Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Pegawai non PNS yang 

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Pegawai non PNS 

dengan persyaratan yang telah ditentukan. 

19. Pengangkatan adalah waktu memulainya hubungan kerja antara BLUD 

RSUD dan BLUD Puskesmas dengan Pegawai non PNS sehingga yang 

bersangkutan diangkat dan ditetapkan menjadi Pegawai non PNS BLUD 

RSUD dan BLUD Puskesmas. 

20. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan  kerja  antara  BLUD 

RSUD dan BLUD Puskesmas dengan Pegawai non PNS sehingga yang 

bersangkutan dicabut statusnya sebagai Pegawai non PNS BLUD RSUD 

dan BLUD Puskesmas. 

 

 



21. Pembinaan adalah rangkaian upaya pengendalian secara profesional 

terhadap semua unsur-unsur kepegawaian agar dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat 

terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. 

 

22. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja pegawai 

dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil 

yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. 

 

 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 

 

Pasal 9 
 

(1) Pengadaan Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas 

dilakukan dengan tahapan : 

a. seleksi administrasi; 

b. tes kompetensi sesuai dengan formasi yang dipilih; dan 

c. tes kesehatan. 
 

(2) Tahapan Pengadaan Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD 

Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten. 
 

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan 

tinggi atau lembaga independen yang berbadan hukum dan mampu 

menyelenggarakan seleksi calon Pegawai non PNS BLUD RSUD dan 

BLUD Puskesmas. 
 

(4) Dalam keadaan mendesak/kondisi Darurat/Wabah/Kejadian Luar 

Biasa/Bencana, Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD RSUD dan BLUD 

Puskesmas bisa dilaksanakan dengan Pengadaan Sederhana tanpa 

kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3). 
 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Pegawai non PNS 

BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan yang 

ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

Agar setiap orang  mengetahuinya,  memerintahkan  Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  Daerah Kabupaten Semarang. 

 

 

Ditetapkan di Ungaran  

pada tanggal 31-03-2020 

     
   BUPATI SEMARANG, 

 

           ttd. 

  

        MUNDJIRIN 

 

Diundangkan di Ungaran  

pada tanggal 31-03-2020 

 

    SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SEMARANG, 

 

  ttd. 

 

GUNAWAN WIBISONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR  23 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG, 
 

 

 
 

LISTINA ARYANI 
NIP. 19690410 199403 2 014 

 

 


